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ABSTRAK

      Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang esensinya meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala- segalanya, bukan hanya setiap warga Negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan Negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum. Salah satu permasalahan yang masih menjadi hal yang fundamental dalam sektor Pembangunan adalah Tindak Korupsi, perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian Negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis. Upaya represif seperti memberikan hukuman yang berat kepada koruptor guna menimbulkan efek jera dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum juga dianggap cukup menyelesaikan masalah sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka keluarlah Intruksi Presiden Nomor RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP -152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, permasalahannya adalah bagaimana dengan sebuah kebijakan regulasi Inpres yang kedudukannya dibawah Undang Undang dan Kewenangan TP4 yang merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia bisa lebih efektif dalam mengatasi permasalahan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

     Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian dengan menggunakan tahapan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan studi dokumen, analisis data dilakukan dengan yuridis normatif     
     Hasil Penelitian Implementasi Fungsi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam upaya Pencegahan tindak pidana korupsi dikaji melalui teori Pengawasan telah melakukan kegiatan pengawalan Proyek Strategis Pemerintah dalam sektor pembangunan lebih efektif selaras dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana Peranan Penindakan (refresif) yang mengacu pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) sedangkan upaya Pencegahan sebagai Primum remedium, sehingga fungsi berlakunya hukum dalam sektor pembangunan lebih efektif dan efisien. Kemudian faktor Faktor faktor yang menghambat kinerja Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengacu teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya Hukum dimana yang lebih esensial adalah Faktor Budaya Hukum Birokrasi itu sendiri yang harus mengacu pada sistem Pencegahan yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Azas azas Umum pemerintahan yang baik dan aspek regulasi kedudukan TP4D serta dalam hal koordinasi antar Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi menjadi lebih Sinkron, terintegrasi, kemudian juga diperlukan faktor pendukung Sarana dan Prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  
Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, TP4 Kejaksaan RI
ABSTRACT

      Indonesia is a rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which essentially puts the joints of the law above all things, not only every citizen must submit, but also the power and administration of the State must be based and limited by law. One of the problems that is still fundamental in the Development sector is Corruption, the development of corruption practices from year to year is increasing, both in terms of quantity or amount of state losses and in terms of increasingly systematic quality. Repressive measures such as giving severe penalties to corruptors in order to cause a deterrent effect by Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crime have not yet been considered sufficient to solve the problem so that the Presidential Instructions Number RI 7 of 2015 concerning the Corruption Prevention and Eradication Act of 2015 was then followed up with the Decision of the Republic of Indonesia Attorney General Number: KEP-152 / A / JA / 10/2015 concerning the Establishment of the Government Guards and Safeguards Team and Development of the Republic of Indonesia Attorney General's Office. Inpres regulation policies which are under the TP4 Law and Authority which are part of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office can be more effective in overcoming the problem of Corruption Prevention in Indonesia

     The research method used by the researcher uses the specification of analytical descriptive research with a normative juridical approach, the research phase using library research by conducting document studies, data analysis is done with normative juridical

     Research Results Implementation of West Java High Prosecutor's TP4D Function in an effort to Prevent corruption is examined through the Supervision theory has carried out escort activities of Government Strategic Projects in the development sector more effectively in line with Presidential Instruction Number 7 of 2015 concerning the Action of Prevention and Eradication of Corruption in the Role of Law Enforcement ) referring to Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime as a last resort (ultimum remedium) while Prevention efforts as Primum remedium, so that the function of the law in the development sector is more effective and efficient. Then factors Factors that hinder the performance of the West Java High Prosecutor's Team TP4D refer to Soerjono Soekanto's law enforcement theory, namely Legal Factors, Law Enforcement Factors, Infrastructure Factors, Community Factors and Legal Cultural Factors where more essential factors are the Legal Culture of the Bureaucracy must refer to the Prevention system, namely Law Number 28 of 1999 concerning Administrators of a Clean and Corruption Free Country, Collusion and Nepotism and the Principle of General principle of good governance and aspects of TP4D position regulation and in terms of coordination among Government Institutions in Preventing Corruption becoming more Synchronous, integrated, then also needed supporting factors Adequate infrastructure and facilities became one of the supporting factors for the success of West Java High Prosecutor's TP4D in carrying out Corruption Crime Prevention
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